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BAB I
PENDAIIULUA$

L. Letar Belakane permasal ahan

Sebagaimana diketahui, bahwa Negara Indonesi.a adalaJ:
rnerupakan salah satu negara yang cukup luas dan merupakan
suatu negara Kesatuan yang terdiri dari ber,ibu_ribu pulau
yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu
fuasnya wi,layah fndonesia tersebut maka diperlukan pengg
nanan. Pengamanan itu tidaklah cukup dilakukan oleh Kepo_
lisian saja, akan tetapi juga dlbantu oleh polj.si pamong
Praja yang berkedudukan di daerah tingkat fI bahkan diwi_
l ayah Kec amat an .

Kabupaten Padang pariaman yang merupakan bahagian da
ri wilayah Sumatera Barat dan Indonesia adalah merupakan_
laerah 0tonom dan juga sebagai wilayah Administratif, se_
bagai Daerah Otonom dimaksud adaLah ;

'rMerupakan kesatuan nasyarakat Hukum yang menpunyai_batas wilayah tertentu -yang berhak bLrwEnang'aal 
--_

berkewajiban mengatur Cin iengurus Rumah ,raiss"nor_
sendiri dafam i.katan negara k6satuan n 

"""n 
ii-k-i""aJ_

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 e UU No . 5 La _
hun '1 974 .

Sebagai wilayah ACministratif maksudnya adalah :

Lingkungan kerja perangkat pemerintah yang rnenyeleng
garakan pelaksanaan tugas penerintahan unum di Dae _
rah sebagaimana yang dinyatakan Calam pasal 1 g UU_
No. I bahun 1974.

Pada diri Kepala Daerah Tingkat II parlang pariaman _
terdapat Cua fungsi, yaitu sebagai liepala Daerah Otonorn _
Can sebagai. Kepala Wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom_
yang memimpin penyelenggaraan pemerintaha dan bertanggung
jawab sepenuhnya tentang jalannya pernerintah didaerahnya.
Dan sebagai Kepala Wilayah memimpin dan menyel enggar akan .



urusan penerintahan unum yang menjadi tugas pernerintahan
Pusat di Daer ah .

Bupati Kepala Daerah fingkat II padang pa?iarnan da_
lam menyel enggar akan penerintahan umun dibantu oleh satu_
an ?o1isj- Pamong Praja sebagaimana yang diatur dalan pa-
sa1 8b ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1974, yang menye_
butkan bahwa :

rrUntuk mernbantu Kepala I,Iilayah dalarn menyelenggara _
kan pemerintahan umum yang diadakan satuan gotlsi _
P among Pr a j a'r .

Pofisi Pamong Praja ataupun Cengan sebutan lain bu -
kanlah rnerupakan ha1 yang baru datam penqaturan pemerin -
tahan daerah di Indonesia, nanun telah dikenal sejak za -
man Pemeri"ntahan ,-lindia Belanda, dirnana pada susunan pemg
rintahan daerah Hindia Befanda, polisi parnong praja ini
suCah diaCakan, yang antara lain ber.tugas di bidang pra -
jaksa (Hulpmagistraat ). Setelah Indonesia merdeka kesalu-
an Pofisi Parnong Praja inipun dibentuk, dimana yang perla
ma kali pembentukannya adalah pada tahun 1950 di Daerah_
Istinewa Yogyakarta, yang dibentuk berdasarkan Surat Kepu
tusan i,lenteri Dalam Negeri ]tromor Up. j2/Z/2O tanggal J
Maret, 1!!0. Walaupun dengan sebutan yang berbeda-beda qe
jak tahun 1!!O sampai sekarang polisi pamong praja ini sg
la1u ada sebagai salah satu alat Calam penyelenggaraan pe
meri-nt ahan umum di- Daerah.

Berd.asarkan Surat Keputusan Menteri Dalan Negeri llo -
mor 7 tahun 1961 l, enL ang perlunya dibentuk polisi pamong.-

Praja, maka Kepada Gubernur Kepada Daerah Tingkat f dibe-
rikan kekuasaan sesuai dengan susunan aCministratif dari
daerahnya untuk menempatkan kesatuan ?o1isi- pamong praja_
di Daerah-Daerah dimana menurut kepentingannya.

Juga dipertegas CaLam UndangxUn6lang llomor 5 tahun
19'14, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah paCa pa-
sa1 ayat 1, 2, 1, manyatakan bahwa :
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BAB III
I{ASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa Polisi Pamong Praja di dalarn susunan pemerin -
tahan di Daerah telah dikenal sejak zaman Hindia Belalda-
sampai sekaranq. Dari perkembangan Polisi parnong praja se
lama ini nampak pasang surut tugas dan weweriang dari Potl
si Pamong Praja tersebut. ivaf aupun demikian salah satu tg
gas pokok yang selal.u ada sepanjang nasa arlal ah tugasnya-
membantu Kepala Wllayah yang duluny a Lazim disebut dengan
Pamong Praja dalam rnelaksanakan tugas, wewenang dan tang-
gung jawab membina keamanan Can ketertiban di wilayahnya.
Istilah keamanan dan ketertiban ini kadang-kadang disebut
ketentraman dan ketertiban dan kariang-kadang disebut pula
politik po li s ional .

Pada sistem Pemerintah Daerah di masa Hiodia Belanda
salah satu tugas dan lrewenang dari Bupati adalah 'rpoliti-
et en politioneel beleld", tetapi suatu perurnusan atau
penjelasan lebih lanjut.

Istil-ah ini diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesi.a,-
yaitu'rKebijaksanaan Politik polisionifrr, llenurut prakte!
nya Bupati menentukan kebljaksanaannya dalam bidang poli-
tik dan kepolisian. Politik lafam arti tindakan organisa-
si.
Politik yang dapal menpengaruhi nasyarakat dan polisionil
mencakup pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi di 4g
er ahny a .

Bupati bertugas nengawasi, bertanggung jawab atas
serta menqurus keamanan Can kelertiban umum dalam arti
yang ]uas. DrCalarn bidang politik, Bupati mengawasi gera-
kan rakTat, raoat organisasi poli-ti, izin rapat dan seba-
gainya, dan bidang kepoli-si-an nengawasi p-^langgaran dan
kejahatan. Untuk rnengamankan kebijaksanaan bersebut Bupa-
ti nempunyai perangkat kepolisian, yaitu Polisi Pamonq

Praja (Polisi Pernerintahan), Polisi Umum (algemene poli -
tie) dan polisi J-aoangan (Vield Politie). Perundang-Un
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BAB

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dia -
tas, maka penulis Capat nengarnbil beberapa kesi:npulan dan

beberapa hal yang merupakan saran dari penulis.
Adapun kesimpulan dan sa-ran yang dimaksud adalah sebg

gai berj-kut;

A . Ke s irnoul an

1. Polisi Pamong Praja adalah perangkat Kepala Wi.la -
yah yang bertugas unluk mernbantu Kepala Wilayah da

lam melaksanakan tuqas pemerintahan urmm dan berke
dudukan di wilayah kec amat an .

2. Kalau kita lihat latar belakang sejarah Polisi Pa-
mong Praja, maka Polisi ?among Praja itu telah di-
kenal sejak zaman Hindia Bel-anda yang dl-atur dalam
berbagai-bagai kelentuan, baik di Daerah Jawa dan

l4a4ur a maupun diluar Ja."ia dan LIadur a .

l. Kalau penulis 1i-hat kenyataannya mengenai struktur
organisasi Pol-isi ?anong Praja yang berada pada kg
c amat an-kec amat an di Daerah Tins,kat II Kabupaten -
Padang Pariaman belum menenuhi sebagairnana mesti -
nya.

4, Itlenq,enai Fungsi Polisi Pamong Praja adalah sebagai
pembantu Kepala Wilayah Calam mel-aksanakan pemerin
tah umun, termasuk ketertiban dan keamanan masyara

kai dan turun kelapangan bersama-sama dengan apa -
r ai; 1 ainnya .

5. Penetapan Polisi Parnong Praja yang ada di Kabupaten
?adang Pariarnan, maka pendapaiannya ada pada wila-
yah kecanatan dan telah rlapat melaksanakan sebaqi-
an besat tugasnya terutama dalam pemilihan Umum

Yang 1a1u.
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6. Kedudukan Polisi Parnong Praja sebagai salah satu
satuan yang berada .iibawah pengawasan Camat seba-
gai" Kep ai. a Penerintahan Wi.l.ayah.

'/. Polisi Pamong Praja Calam pelaksanaan tugasnya d!
harapkan Capal mencapai dan bertanggung jawab ke-
pada kecamatan dan selanjutnya pada bahagian peme

rintahan yang ada selanjutnya pada bahagian peme-

rrntahan yang ada pada Kantor Bupati.

8. Polisi Pamong Praja di Kabupaten Padang Pariaman-
belumlah semuanya Capat melaksanakan tuqas sebaqai
mana mestinya dan belum begitu dimanfaatkan kare-
na Pclisi Pamong Praja hanyalah sebagai salah sa-
tu perangkat saja, Namun Calarn pelaksanaan tugas-
Kepala lii 1ay ah Kecamatan lebih banyak dibantu o-
leh Kepolisien dan Perangkat Pegar,.rai Negeri lain-
nya-

9. Perlu adanya penggarisan yang jelas mengenai tu -
gas dan wewenang dari Polisi Parnong Praja terse -
but yang Clatur dalam Peraturan P erunrlang-undang -
an.

10. Kalau Polisi Parnong Praja ini telah dinanfaatkan-
sebagainana mestinya, rnaka prospeknya cukup baik-
dan barangkali personilnya akan ditambah mengingat
perkembangan penCuduk di l(abupaten Padang Pariaman.

B. Sar an-Sar an

Diharapkan adanya peraturan yang lebih tercinta -
tentang tugas, susunan orqanisasi dari PoIisi Pa-
mong Pra ja,

Sehubungan dengan hal diatas, menurut hemat penu-
lis perlunya Ciperbaiki struktur organisasi satu-
an polisi Panong Praja agar Polisi Pamong Praia -
dapat nelaksanakan tugas seb.agaimana mestinya se-
suai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
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Menambah jumlah personil polisi pamong praja diwl
layah kecamatan dengan cara penganp.katan pegawai_
baru atau Cenqan jalan menggeser pegawaj. I{egeri _

Sipil pusat lainnya yang mungkin kur ang bermanfa_
at dan rnenempatkannya sebagai personil pclisi pa-
nong Pra ja.

l4eni-ngkatkan intensitas pemanfaatan personil poti
si Pamong Praja yang ada sekarang dengan jalan t!
dak lagi rnembebankan kepada mereka tugas-tugas ad
ministrasi atau yanq lainnya yang bukan merupakan
tanggung jawab mereka, dan menepalkannya sesuai -
:lengan fungsi, kedudukan, tugas dan wewenangnya.

Dalarn rangka nening_katkan ketertiban dan keamanan
diharapkan Polisi Pamong Praja Capat menanganinya
dan tiCak laqi menyerahkannya pada polisi Urnum

(POlnr ) .

Diharapkan pa.ia Pemerintah setempat untuk rlapal -
menqaktifkan Can menenpalkan posis j- polisi pamong

Praja itu sebagai mana mestinya dalam pelaksanaan
Peneri"nt ahan di Daerah.

#-'n
4.

c



)AFTAR BACAAN

1. Bayu Surianingrat, Dns, Se jarah pemer.intahan di Indone_
jf4, Dewaruci- Press, 1,a81 .

2. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, DR, SH , .E\rnss i dan
Strukuur Parnong Praja, lenerbit Alumni, Bandung, -
1978.

r. J. tllmpunan P er atur an-p er atur an,/Keputus an_Keputus an ten_
lang Pol-isi Pamong Praja. Bagian Ketertiban pada -
Biro Pemerintahan Kantor Gu.bernur Tinqkat I Sumate
ra Bar at .

4. UUD j945, P4 dan GBI{N, Sekretariat Negara RL

!. Ulenecht, E. Penqartar Jukurn {dminisbrrsi L:g,g, pener

bil Balai Buku Ichtiar, Jakart,a, 1962.

6. R.G. Karta Sapoetra, SH, Sistirnatika Hukum Tata Neqara,
Penerbit, Bina Aksara, JakarLa, 1987.

7. Kunca Ningrat, Penqantar Ilmu Antropologi, penerbit Un!
versitas Indonesia, Jakart a.

8. Irwan Soe jito, .Se jarah Pemerintah di Inrlonesla.

!. Undang-Undang l{o. ! tahun 1974 LenLanq pokok-pokok peme

rintahan di Daerah, K. Wantjik Saleh, SH. Ghalia -
Indonesia.


